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NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

LISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat 1.

2.

3.

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan
prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kerja,
Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan
Minimal.

bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran berdasarkan prestasi kerja
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan guna penyetaraan harga secara
proporsional setiap kegiatan pada instansi, perlu di susun Analisis Standar
Belanja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tetang Analisis Standar Belanja
Kabupaten Purworejo

Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal
8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang
pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3)

11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten Purworejo (Berita Daerah kabupaten Purworejo Tahun 2008
Nomor 9.a);

12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34.A Tahun 2008 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2008 Nomor 25.a).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang;

4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar
yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya
setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan
Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk satu tahun
anggaran;



5. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan
kegiatan yag mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama
dalam rangka penyusunan rencana belanja;

Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan
penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh instansi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pasal 3

Penerapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkakan efisiensi
biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian
anggaran.

Pasal 4

Penyetaraan kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana tersebut
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan nilai ekonomi terkait inflasi, maka setiap tahun
dilakukan penyesuaian Indeks Analisa Standa Belanja sebagai dasar
perencanaan kegiatan tahun berikutnya bagi SKPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal : 6 Desember 2010

BUPATI PURWOREJO

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 6 Desember 2010
Pit. SEKRETARIS DAERAj KABUPATEN PURWOREJO

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 2 5 SERI E NOMOR 21



B A B 4

P E N U T U P Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo

ASB digunakan sebagai salah satu ala t untuk m em ba nt u mengukur propors

ionalitas sebuah k egiatan yang akan diusulkan dalam APBD. Dalam pelaksanaan di

daerah perlu dukungan dan pemahaman dari seluruh SKPD.

Pem e r inta h Kabupaten Pu rw o r e j o b e r k o m i t m e n m enggunakan ASB d a lam proses

pen yusunan an g garan, ASB i n i d i t e t a p k a n sebagai acuan dan pedom an dalam m ek

anisme dan proses penyusunan anggaran per kegiatan secara proporsional.

BUPAT! PURW OREJO

MAHSUN ZAIN


